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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum
konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep dan untuk
mengetahui Implikasi hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di
Kabupaten Pangkep.
Penelitian ini bersifat empiris yuridis, yakni menganalisis kketentuan-
ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhbungan
dengan implikasi hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kabupaten
Pangkep. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara
terhadap beberappa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu,
penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan
buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara
dekskriptif.
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain (1)
Penerapan hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kabupaten
pangkep yaitu penerapan hukum konsinyasi sudah sesuai dengan
prosedur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 akan tetapi dalam
pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif , (2)faktor yang
menyebabkan sehingga terjadi konsinyasi yaitu nilai ganti rugi yang tidak
merata, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah,
kurangnya sosialisasi mengenai Pengadaan tanah dan tidak adanya
pengajuan keberatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. (2) Implikasi hukum
konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep adalah:
Pertama pelepasan hak atas tanah; kedua kesenjangan dengan tujuan
pengadaan tanah bagi pembangunan unuk kepentingan umum;ketiga
pemaksaan pelepasan hak pada pihak tertentu.
ABSTRACT
LISA NURSYAHBANI MUHLIS (B111 13 714), THE IMPLICATIONS OF
LAW CONSIGNMENT IN LAND ACQUISITION AT PANGKEP REGENCY.
Supervised by Abrar Saleng (supervisor 1) and Kahar Lahae
(supervisor 2)
The aim of the study was to discover the implementation of law consignment
in land acquisition at Pangkep regency and to discover the implications of
law consignment in land acquisition at Pangkep regency.
This study is an empirical juridical, namely analyzing the provisions of law
and government policies related to the implications of law consignment in
land acquisition at Pangkep regency. The data was collected by conduct the
interview on some of the parties involved in this study. In addition, the writer
also conducted library research through data and books related to the study.
Furthermore, the data obtained were analyzed qualitative and then were
exposed to descriptive.
Based on the analysis, the writer conclude that among others, (1) the
implementation of law consignment in land acquisition at Pangkep regency
namely the implementation of law consignment in accordance with the
procedure based on UU No. 2 Tahun 2012 but in implementation does not
work effectively. (2) Factors that cause resulting in a consignment are the
value of compensation unequal, lack of communication between public and
government, lack of socialization about land acquisition and the absence of
submission mind of compensation to district court. (3) The implications of
law consignment in land acquisition at Pangkep regency are : the first,
release of land rights ; second, gap with the purpose of land acquisition for
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan
kehidupannya. Di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti
bertani, berkebun, dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun
rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan
lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung
berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.
Dalam skala kecil, hasil yang diperoleh biasanya hanya cukup untuk
kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam skala besar, ditunjang oleh
pengolahan dengan keahlian khusus dan pemanfaatan teknologi, dapat
menciptakan peluang bisnis yang menggiurkan. Pendek kata, segala
aktivitas manusia apa pun bentuknya, tidak akan lepas dari kebutuhan
akan tanah. Bukanlah hal yang mengherankan apabila setiap orang pasti
mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan
perlindungan hukumnya. Perlindungan itu diwujudkan dengan pemberian
berbagai macam hak atas tanah oleh negara sebagai petugas pengatur.
2Untuk dapat mewujudkan keteraturan dan ketertiban, perlu dibentuk
perundangan yang jelas dan tegas.1
Kebutuhan akan tanah semakin banyak. Tidak seimbangnya antara
persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan
persoalan dalam berbagai segi.2 Hubungan erat antara tanah dengan
Bangsa Indonesia melahirkan hak bangsa Indonesia terhadap tanahnya..
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI
1945 menegaskan adanya hak Bangsa Indonesia atas tanah di Wilayah
Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional
sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 NRI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besrnya
kemakmuran rakyat.”
Makna dikuasai oleh negara berarti bahwa dalam hal
pendayagunaan tanah, negaralah yang akan mengatur dengan sebaik-
baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat
dari segenap Rakyat Indonesia.3
1 Adrian Sutedi, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.
2 K.Wantjik Saleh, 1977, Hak Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.7.
3 G.Kartasapoetra dkk, 1985, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasillan
Pendayagunaan Tanah, PT. Rineka, Jakarta, hlm.100-101.
3Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk
mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia
selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah
pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk
kepentingan umum pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat luas agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia, dimana tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ada
pada pihak pemerintah. Pada mulanya, kegiatan pembangunan untuk
kepentingan umum dilakukan dengan menggunakan tanah negara, namun
karena terbatasnya tanah negara, maka kemudian mulai ada kebijakan
untuk menggunakan tanah masyarakat yang telah dilekati oleh sesuatu
hak atas tanah. Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan
pembangunan untuk kepentigan umum di atas tanah negara, dan sebagai
jalan keluar yang ditempuh adalah dengan memperoleh tanah-tanah hak.
Kegiatan “mengambil” tanah inilah yang disebut dengan “Pengadaan
Tanah”.
Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahir
seiring dengan keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan.
Sehingga untuk memperoleh tanah perlu dilakukan pelepasan hak atas
tanah dengan memberi ganti rugi kepada pihak yang berhak atas tanah
atau kepada yang melepasakan atau menyerahkannya.4
4 Aminuddin Salle dkk, 2010, Hukum Agraria, Aspublishing, Makassar, hlm.276.
4Perolehan hak atas tanah, khususnya dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, pasti ada ganti kerugian dengan bentuk dan
dalam jumlah tertentu. Menurut peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pengadaan tanah, penentuan besarnya ganti kerugian
dilaksanakan melalui Konsultasi Publik atau musyawarah. Namun dengan
musyawarah masih sering tidak tercapai kesepakatan antara pemegang
hak dan pemerintah. Karena pemegang hak menganggap ganti kerugian
yang diberikan oleh pemerintah sering kali tidak sesuai dengan harga
tanah saat itu. Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai besar dan
atau bentuk dari ganti kerugian, dapat dilakukan beberapa cara untuk
menetapkan ganti kerugian yang dapat disepakati oleh para pihak, seperti
penetapan ganti kerugian oleh panitia pengadaan tanah, pengajuan
gugatan ke Pengadilan, dan beberapa cara lain agar dapat timbul suatu
kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut. Apabila dengan cara-cara
seperti yang tersebut diatas masih tetap saja tidak membawa hasil, maka
dapat digunakan alternatif penyelesaian dengan cara penitipan ganti
kerugian di Pengadilan Negeri. Saat ini penyelesaian sengketa melalui hal
tersebut dikenal dengan Konsinyasi. Penyelesaian sengketa pengadaan
tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan melalui penitipan ganti
kerugian di Pengadilan Negeri telah diatur secara singkat di dalam
beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah mengalami
beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-
5Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Penyelesaian sengketa melalui konsinyasi ini telah menimbulkan
berbagai persepsi yang menyebabkan kesulitan untuk menyamakan
pandangan masyarakat dan pemerintah. Sebagian besar masyarakat
menganggap bahwa pembebasaan hak-hak atas tanah secara kongkret,
lebih menguntungkan pihak-pihak luar/pihak lain, sekalipun pandangan
pemerintah diartikan sebagai kepentingan nasional.
Dari hasil peneitian penulis terkait proyek Trans Makassar-Pare-
Pare untuk pelebaran jalan poros di Kabupaten Pangkep, menunjukan
bahwa ada 12 Penetepan Konsinyasi di Pengadilan Negeri Pangkep yang
pengadaan tanah telah dilakukan sejak tahun 2008 akan tetapi penetapan
konsinyasi baru dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2016 dan hanya 1
saja yang dieksekui oleh Pengadilan Negeri Pangkep, selebihnya masih
belum jelas. Masalah yang terjadi hingga melibatkan konsinyasi
dikarenakan tidak meratanya nilai ganti kerugian yang diberikan oleh
panitia pengadaan tanah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
antar masyarakat. Sehingga warga yang tanahnya dibutuhkan dalam
pengadaan tanah menolak untuk melepaskan tanah haknya tersebut.
Penggunaan konsinyasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa
ganti rugi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum
diperlukan adanya uraian-uraian yang lebih jelas, terutama dikaitkan
6dengan rumusan kepentingan umum yang sangat urgen yaitu sebagai
dasar konsinyasi. Konsinyasi itu sendiri sebenarnya telah diatur pada
beberapa peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
namun hanya secara singkat saja dan tidak ada pembahasan khusus
dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang konsinyasi khusunya
Konsinyasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang dalam perkembangannya sudah menjadi salah satu cara
dalam penyelesaian sengketa ganti rugi.
Berdasarkan uraian diatas, maka diambil judul “Implikasi hukum
Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah di Kabupaten Pangkep” untuk
dibahas lebih lanjut di dalam skripsi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan
di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah
sebagai berikut.
1. Bagaimana penerapan hukum konsinyasi dalam pengadaan
tanah di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana implikasi hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah
di Kabupaten Pangkep?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
7Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan
yang melandasi penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan hukum konsinyasi dalam
pengadaan di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum konsinyasi dalam
pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan
bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, dalam
pengadaan tanah khusunya dalam konsinyasi.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan kepada semua pihak utamanya
masyarakat Kabupaten Pangkep kalangan akademis




A. Hukum Tanah Nasional
Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat
Indonesia. Prinsip dasar kebijakan dibidang pertanahan di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UUPA menyatakan
bahwa:
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum.”
Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal diatas
ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah
yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu,
hak-hak yang timbul diatas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah)
termasuk di dalamnnya bangunan atau benda-benda yang terdapat
diatasnya merupakan suatu persoalan hukum.5
Dalam rangka membangun hukum tanah Nasional, hukum adat
merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa
5 Supriadi,2010, Hukum Agraria, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3
9konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan
menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem
hukum adat.6
Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional adalah
konsepsinya hukum adat yaitu konsepsi yang : komunalistik religius, yang
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas
tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsure kebersamaan.7
Sifat Komunalistik Reigius dari konsepsi Hukum Tanah Nasional
ditunjukan oleh pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:
“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang ankasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”
Dalam hukum adat tanah ulayat merupakan tanah bersama para
warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dalam rangka hukum
tanah nasional semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah
bersama rakyat Indonesia , yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia
hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UUPA
menyatakan bahwa:
“Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.”




Unsur religius konsepsi ini ditunjukan oleh pernyataan, bahwa
bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada Bangsa Indonesia. Dalam Konsepsi hukum adat sifat keagamaan
Hak Ulayat masih belum jelas benar, dengan rumusan, bahwa tanah
ulayat sebagai tanah bersama adalah “peninggalan nenek moyang” atau
sebagai “karunia sesuatu yang gaib”. Dengan adanya sila Ketuhanan
Yang Maha Esa maka dalam Hukum Tanah Nasional, secara tegas
dinyatakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian
sifat religiusnya menjadi jelas benar.8
Negara diwajibkan untuk mengatur pemilikan dan penggunaan
tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara
perseoraangan maupun gotong royong.9
Hak menguasai dari Negara yang meliputi tanah dengan hak-hak
perorangan bersifat aktip. Hak menguasai dari negara menjadi aktip,
apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/diterlantarkan. Berdasarkan
hak menguasai, negara dapat memerintahkan supaya tanah tersebut
dibuat produktip atau jatuh di tangan negara.10
8 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, hlm.228.
9 Ali Achmad Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka,
Jakarta, hlm.50.
10 Iman Soetiknjo, 1994, Politik Agraria Nasional, Gadja Mada University Press, Yogyakarta,
hlm. 53.
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Sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi, negara dalam hak
menguasai dari negara mempunyai wewenang:11
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.
Hak menguasai dari negara dan segala wewenang yang timbul
karenanya, tidak bertentangan dengan hak ulayat dan hak-hak serupa itu
dari masyarakat-masyarakat hukum adat, tetapi merangkum semua hak
ulayat serta hak-hak atas tanah dan air menurut hukum adat sejauh masih
ada, yang tidak bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa,
kepentingan nasional dan negara.12
Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diambil tanahnya
bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara formal diatur dalam
pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa:
“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah
11 Aminuddin Salle dkk, op.cit., hlm. 73.
12 Ibid, hlm.56.
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dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut
cara yang diatur dengan undang-undang.”
Dalam pasal ini memberikan jaminan bagi masyarakat mengenai
hak-hak atas tanahnya. Hal-hal mengenai pencabutan hak-hak atas tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-
benda yang diatasnya dimungkinkan dengan adanya syarat memberikan
ganti rugi atas tanah dan benda-benda yang berada diatasnya secara adil
dan layak. Dengan menggunakan pasal 18 ini pencabutan atas hak atas
tanah dan bangunan diatasnya dapat dicabut oleh negara dengan syarat
tertentu yaitu dengan memberikan ganti rugi secara adil dan layak kepada
yang dicabut Hak Atas Tanahnya tersebut.
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah pelepasan hak atas
tanah. Namun metode ini tidak efektif digunakan dan memiliki nilai jual
yang sangat tinggi sehingga kerap terjadi proses musyawarah yang rumit
antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah dalam pemberian ganti
rugi.
Pemberian ganti kerugian didasari atas Musyawarah. Musyawarah
disini diartikan sebagai proses saling mendengar dan memberikan
pendapat antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah untuk
mendapatkan kesepemahaman dan kesepakatan mengenai besarnya
13
ganti rugi. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak
atas tanah dan Instansi yang memerlukan tanah.
Pada Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)
merupakan landasan adanya hubungan hukum antara tanah dan subjek
tanah, dimana negara merupakan subjek yang tertinggi terhadap
kepentingan atas hak atas tanah untuk kemakmuran rakyat.
Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur
(pasal 2 ayat (2) dan (3)). Adapun kekuasaan negara yang dimaksudkan
itu mengenai semua bumi, air serta ruang angkasa. Jadi baik yang sudah
dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai
tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi
dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada
yang mempunyai untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas
kekuasaan negara tersebut. Adapun isi dan hak-hak itu serta
pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam Pasal 4 dan pasal-pasal
berikutnya serta Pasal-pasal lainnya.13
Sebagai perwujudan dari sifat kemasyarakatan hak-hak perorangan
atas tanah tersebut, maka dirumuskan sifat itu dalam pasal 6 UUPA
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.14 Hal tersebut
menjelaskan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,
13 Aminuddin Salle dkk, op.cit., hlm.74.
14 Ibid. Hlm.48
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tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau
tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi
kalau hal itu memberikan kerugian kepada masyarakat luas. Dalam arti
bahwa tanah tidak hanya berfungsi pemegang hak atas tanahnya saja
tetapi juga bagi Rakyat Indonesia seluruhnya, dengan memperhatikan
bahwa penggunaan hak atas sebidang tanah juga harus memperhatikan
kepentingan masyarakat.15
Dalam penggunaan tanah harus seimbang artinya disesuaikan
dengan keadaan dan sifat dari pada haknya sehingga bermanfaat bagi
kesejahteraan dan keadilan yang mempunyainya serta bermanfaat bagi
masyarakat dan negara.
B. Pengadaan Tanah
1. Dasar Hukum Pengadaan Tanah
Rumitnya permasalahan tanah dalam hal ini tanah untuk
kepentingan umum yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu adalah
permasalahan pengambilan tanah kepunyaan masyarakat bagi
pelaksanaan pembangunan proyek pemerintah untuk kepentingan umum.
Kedua pihak ini yaitu pemerintah dan kepentingan warga
masyarakat/rakyat pemilik tanah atau pemegang hak tanah harus sama-
sama memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan akibat
atau dampak tindakan/kegiatan tersebut. Sejarah dasar hukum yang
digunakan sebagai sarana pengadaan tanah meliputi :
15 Ibid.
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a) Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara
Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan
dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda
yang Ada Di Atasnya; diganti
d) Instruksi Presiden Nomor  tahun 1973 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Bena-
Benda yang Ada Di Atasnya; diganti
e) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum; diganti
f) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum; diganti
g) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum; diganti
h) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
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i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum;
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Istilah “Pengadaan Tanah” menjadi terkenal setelah diterbitkan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Istilah
pengadaan tanah ini merupakan pengganti dari istilah “pembebasan
tanah” yang dipakai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur tentang Pembebasan hak atas tanah sebelumnya. Istilah
pembebasan hak atas tanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
mendapat tanggapan negatif oleh masyarakat dan pegiat hukum
pertanahan (hukum agraria) sehubungan dengan banyaknya
permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya, sekaligus
bermaksud untuk menampung aspirasi berbagai kalangan dalam
masyarakat sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari pembebasan
tanah yang terjadi.16
Pengertian mengenai pengadaan Hak atas Tanah dalam pasal 1
angka (1) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993  menyatakan
bahwa:
16 Maria SW Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi,
Buku Kompas, Jakarta, hlm.72.
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“Pengadaan Tanah ialah setiap kegiatan untuk mendpatkan tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah
tersebut.”
Pengertian dalam pasal ini adalah pengertian dalam arti umum,
siapa saja yang hendak mendapatkan tanah dapat dikategorikan juga
dalam istilah pengadaan tanah maka dapatlah dipahami ketika judul
keputusan Presiden tersebut dituliskan “pengadaan tanag bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum” dalam hal ini ada
spesifikasi yang ditegaskan yang menjadi maksud dan tujuan serta
pelaksanaan dari kehiatan pengadaan tanah tersebut.17
Sebagaimana pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
pada pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa:
“ Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman
dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan
pencabutan hak atas tanah”
Sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006  sama dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005,
tetapi menghilangkan kata-kata terakhir dan pengertian tersebut yakni
menghapus kata-kata “atau dengan pencabutan hak atas tanah”
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada pasal 1 angka
(2) menyatakan bahwa:
17 Umar Said Sugiharto, 2015, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca
Reformasi, Setara Press, Malang, hlm. 25.
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“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak.”
Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut
adalah masyarakat yang tanahnya dilepaskan untuk pembangunan.18
Dalam Undang-undang ini tidak menyebutkan pencabutan hak atas tanah
sebagai bagian dari pengadaan tanah, atau pencabutan hak atas tanah
bukan merupakan bagian pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Adapun objek pengadaan
disebutkan pada Pasal 1 angak (4) menyatakan bahwa:
“Objek Pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan
tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.”
Pengertian Pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 jelas berbeda sekali dengan pengertian pencabutan tanah
dan pembebasan tanah, yang tersirat adanya tindakan khusus dari pihak
pemerintah secara sepihak maupun tindakan pihak swasta yang
difasilitasi oleh pemerintah juga adanya perbedaan megenai objek yang
akan diberikan ganti rugi, dalam aturan yang baru ini juga secara ekspilit
ditegaskan termasuk atas bangunan dan tanaman serta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah.19
Istilah pengadaan tanah lahir karena keterbatasan persediaan
tanah untuk pembangunan, sehingga untuk memperolehnya perlu
18 Jarot Widya Muliawan, 2016, Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk
Pebangunan, Buku Litera, Yogyakarta, hlm.1.
19 Umar Said Sugihartono, op.cit., hlm.26.
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dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas
tanah itu atau kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah.
Singkatnya, istilah pengadaan tanah pada prinsipnya hanya dikenal dalam
perolehan tanah yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dengan
suatu hak.20
Pembangunan nasional merupakan salah satu rangkaian upaya
pembangunan yang berkesiambungan yang meliputi seluruh kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan
tujuan nasional yang termaktub dala Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seleruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.21
Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berdasarkan
prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan
20 Aminuddin Salle dkk, op.cit.,hlm. 276.
21 Nanik Trihastuti, 2011, Hukum Kontrak Karya, Penerbit Setara Press, Malang, hlm.1.
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hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya
dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.22
Dalam pasal 9 ayat (2) UUPA, menguasai dan menggunakan tanah
secara individual dimungkinkan dan diperbolehkan, hal itu ditegaskan
dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 21, 29, 36, 42 dan 45 Undan-Undang
Pokok Araria yang berisikan persyaratan pemegang hak atas tanah
secara individu. Namun, hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat
pribadi tersebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dalam dirinya
terkandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur
kemasyarakatan ada pada tiap hak atas tanah, karena semua hak atas
tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak
Bangsa, yang merupakan hak bersama. Sifat pribadi hak-hak atas tanah
yang sekaligus mengandung unsur kebersamaan atau kemasyarakatan
tersebut, dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria telah mendapat
penegasan, dimana semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.23
Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab
dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan
infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat
luas. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya konsep
22 Aminuddin Salle dkk, op.cit.,hlm. 276.
23 Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 48.
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kepentingan umum, pengadaan tanah yang dilakukan guna
mengakomodasi terpenuhinya kepentingan umum masyarakat.24
C. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum
Negara didirikan demi kepntingan umum, dan hukum adalah
sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Salah satu isu pokok yang
sering dipermasalahkan dimasa lalu adalah mengenai kepentingan umum.
Defenisi kepentingan umum dikemukakan oleh Huybers (1982:286)
adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-
ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya
kehidupan beradab.25
Kriteria mengenai kepentingan umum oleh Soetandyo Wignjo
Soebroto diberikan makna dalam 2 bagian yaitu:26
1) Kepentingan umum dalam maknanya sebagai kepentingan
orang banyak, menurut moralnya, akan segera diputuskan dan
didefinisikan menurut pilihan dan selera banyak orang, mungkin
lewat proses yang sedikit banyak terorganisasi, atau terkelola.
Mungkin pula lewat suatu proses yang lebih spontan, berproses
dari bawah ke atas;
2) Kepentingan umum dalam maknanya sebagai kepentingan
nasional, akan diputuskan dan didefinisikan lewat suatu proses
yang bersifat normatif dan struktual, serta terkendali secara
24 Jarot Widya Muliawan, op.cit., hlm.2-3.
25 Aminuddin Salle dkk, op.cit.,hlm. 280.
26 Muhadar, 2013, Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis, Mahakarya
Rengkang Offset, Yogyakarta, hlm. 67.
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sentral untuk memenuhi tuntutan rancang bangunan dan
perekayasaan pembangunan.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perkembangan
hukum pertanahan di Indonesia dilakukan dengan cara dan menggunakan
lembaga hukum yang pertama, yaitu pencabutan hak-hak atas tanah dan
benda-benda yang ada diatasnya. Akan tetapi, dalam praktik ketentuan
undang-undang ini tidak dapat berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut
pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai pembebasan hak atas
tanah. Namun ketentuan ini dalam praktiknya banyak menimbulkan
masalah sehingga tidak dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan
kenyataan ini pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan presiden
mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.27
Oloan sitorus dan Dayat Limbong menyatakan bahwa, “Di dalam
konsep kepentingan umum, harus memenuhi 3 (tiga) hal yaitu; unsur
peruntukannya, unsur kemanfaatannya, unsur siapakah yang dapat
melaksanakan dan unsur sifat dari pembangunan untuk kepentingan
umum tersebut.28
Selanjutnya pada Pasal 18 UUPA diatur bahwa untuk kepentingan
umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi
27 Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 46.
28 Jarot Widya Muliawan, op.cit.,hlm. 3-4.
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ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-
undang.29
Dalam pengadaan tanah prinsip yang paling penting adalah prinsip
kepentingan umum. Secara umum pengertian kepentingan umum telah
diatur dalam beberapa peraturan. Pada Pasal 1 angka (5) Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa kepentingan umum
adalah “kepentingan sebagian besar masyarakat”.
Oleh karena salah satu sarana umum itu belum tentu dapat
dinikmati semua masyarakat, kata ‘sebagian besar’ mempunyai arti tidak
semua masyarakat, namun dapat dianggap untuk semua masyarakat,
walaupun masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil atau manfaat dari
fasilitas pembangunan untuk kepentingan umum itu sendiri. Atau dengan
kata lain, kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut
semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status
sosial dan sebagainya.30
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 angka (6)
mendefenisikan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini Bernhard
Limbong mengemukakan unsur-unsur kepentingan umum yaitu:31
1) Kepentingan bangsa, negara dan masyarakat;
29 Aminuddin Salle dkk, op.cit.,hlm. 280.
30 Ibid. Hlm.282.
31 Benhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka,
Jakarta, hlm. 158.
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2) Diwujudkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah;
3) Dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pembahasan mengenai prinsip-prinsip kepentingan umum dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan manjadi penting karena:
1) Dalam sarana pembangunan, terutama pembangunan dibidang
materil, baik dikota maupun di desa banyak memerlukan tanah,
misalkan pembuatan gedung sekolah inpres, pasar inpres,
pelebaran jalan, semuanya memerlukan tanah sebagai sarana
utamanya.32 Pemilikan tanah oleh individu sebagaimana
diuraikan dalam pasal 9 ayat (2) Undang—Undang Pokok
Agraria sewaktu-waktu dapat digugurkan karena berhadapan
dengan pembangunan bagi kepentingan umum.33 Adapun di
lain pihak sebagian warga masyarakat memerlukan juga tanah
sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencariannya.
Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan
untuk keperluan pembangunan, maka jelas akan
mengorbankan hak asasi warga masyarakat.34
2) Sebagai titik tolak di dalam pembebasan tanah pengadaan
tanah, dan pencabutan hak atas tanah. Untuk mendapatkan
tanah dalam rangka penyelenggaraan atau untuk keperluan
32 Abdurrahman, 1978, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah
di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.13.
33 Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 49.
34 Abdurrahman, op.cit., hlm. 50.
25
pembangunan, harus dilaksanakan dengan hati-hati dan
dengan cara yang bijaksana.35
3) Setelah lahirnya otonomi daerah, dalam rangka untuk
menampung aspirasi masyarakat di daerah, kepentingan umum
dalam penafsirannya harus disesuaikan dengan masyarakat
setempat, sikap pemerintah tidak dibenarkan secara parsial
memihak bagi kepentingan golongan tertentu saja, tetapi
dilakukan secara menyeluruh baik untuk kepentingan
masyarakat pedesaan maupun kepentingan masyarakat
perkotaan.36
Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
disebutkan ada 18 (delapan belas) bidang kegiatan pengadaan hak atas
tanah untuk kepentingan umum, ialah:
a) Pertahanan dan keamanan nasional;
b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum,
saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan
lainnya;
d) Pelabuhan, bandar udara dan terminal;
e) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
35 Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 49.
36 Adrian Sutedi, loc.cit.
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f) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga
listrik;
g) Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i) Rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah;
j) Fasilitas keselamatan umum;
k) Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
l) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m) Cagar alam dan cagar budaya;
n) Kantor pemerintah/pemerintas daerah/desa;
o) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa;
p) Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemeritah
daerah;
q) Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah dan
r) Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Di dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
disebutkan ada 14 (empat belas) bidang kegiatan pengadaan hak atas
tanah untuk kepentingan umum, ialah:
a) Jalanan umum (termasuk jalan tol, rel kereta api), saluran
pembuangan air (termasuk saluran air minum/air bersih dan
sanitasi);
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b) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk
saluran irigasi;
c) Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
d) Pelabuhan atau bandar udara (termasuk stasiun kereta api)
dan/atau terminal;
e) Peribadatan;
f) Pendidikan atau sekolah;
g) Pasar umum atau pasar INPRES;
h) Fasilitas pemakaman umum;
i) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
j) Pos dan telekomunikasi;
k) Sarana olah raga;
l) Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya;
m) Kantor pemerintahan (termasuk Pemerintah Daerah,
Perwakilan Neagara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa); dan
n) Fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia (termasuk
kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya).
Dalam prakteknya proses pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, diberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam hal ini
yang memiliki hak atas tanah yang dilepaskannya demi kepentingan
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umum. Ganti Kerugian dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 menyatakan bahwa:
“Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.”
Sedangkan arti kata dari ganti Kerugian dapat diberikan dalam
beberapa bentuk, dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Menyatakan bahwa:
“Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
a. Uang;
b. Tanah pengganti;
c. Kepemilikan saham; atau
d. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.”
Menyimak pada pengertian ganti rugi tersebut, maka ada beberapa
unsur yag harus diperhatikan, yakni:
a. Objek yang diganti rugi berupa tanah, bangunan, tanaman
dan/atau benda-benda lain;
b. Ganti kerugian bersifat fisikdan/atau non-fisik;
c. Dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari
tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan
tanah.
Dalam memberikan ganti kerugian yang harus diperhatikan adalah
apakah pemberian ganti kerugian tersebut layak dan pantas. Tentang
ganti rugi yang layak dan pantas, karena bila diperhitungkan dengan
harga perolehan tanahnya, maka nilainya relatif dapat diperoleh dengan
angka tertentu berdasarkan perbandingan harga pasar yang berlaku,
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namun jika diperhitungkan nilai tambah lainnya dari hak atas tanah
tersebut maka akan ada pihak pemilik tanah yang tidak memberikan
nilai/harga dari tanahnya.37
Dalam hal ini perlu dirumuskan pengertian dari kata “layak” atau
dapat disebut dengan “harga yang wajar”, atau titik temu dari harga pasar
dengan harga dalam tagihan pajak nilai jual objek pajak (NJOP). Namun
demikian ada pendapat yang patut dipedomani dari pengertian layak ini,
yakni sebagaimana yang dikatakan oleh AP. Parlindungan, bahwa orang
yang dicabut haknya itu tidak berada dalam keadaan miskin ataupun
menjadi lebih miskin setelah pencabutan haknya, ataupun akan menjadi
miskin kelak karena pembayaran uang ganti rugi itu telah habis untuk
keperluan konsumtif, minimal dia harus lebih baik kehidupan ekonominya,
atau sekurang-kurangnnya sama seperti sebelum dicabut haknya.38
Untuk mencapai syarat yang ditentukan dalam pemberian ganti rugi
dalam rangka pengadaan tanah tersebut, harus diperhitungkan dangan
membuat standar tertentu. Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 ditetapkan dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
a. Nilai Jual Objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya, dengan
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan
berdasarkan penetapan/penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga
Tanah yang ditunjuk oleh pantia;
37 Umar Said Sugiharto, op.cit., hlm. 117.
38 Ibid.
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b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang
bertanggung jawab di bidang bangunan;
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang
bertanggung jawab di bidang pertanian.
Dasar pemikiran mengenai pengadaan tanah atau yang disebut
pembebasan taanah untuk kepentingan umum salah satunya berasal dari
konsep fungsi sosial yang melekat pada setiap hak atas tanah.
Keberadaan lembaga hukum pengadaan tanah bersumber dari konsepsi
hukum tanah nasional yang berasal dari hukum adat, yaitu komunalistik
religius. Konsepsi ini memungkinkan penguasaan tanah secara individual,
dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung
unsur kebersamaan.
Dari konsepsi ini lahirlah konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam
pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria39 menyebutkan bahwa: “Semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” berarti bahwa tanah itu harus
dipergunakan sesuai dengan keadaan tanahnya dan sifat dari haknya dan
tidak dapat dibenarkan pemakaian tanah secara merugikan dan
bertentangan dengan kepentingan rakyat. Perbedaan prinsip dari kata
“mempunyai fungsi sosial” dengan “berfungsi sosial” adalah pada kata
“mempunyai fungsi sosial” bermakna di dalam setiap hak atas tanah
selain ada hak yang bersifat Privat, juga ada sifat publik. Sedangkan
makna kata “berfungsi sosial” berarti sejak awal, hak atas tanah
39 Boedi Harsono, op.cit., hlm. 181-182.
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diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau hanya beraspek publik
semata.40 Namun demikian tidak boleh menyimpangi prinsip-prinsip
kegiatan pengadaan tanah yang menurut Budi Harsono paling tidak ada 6
(enam) asas-asas atau prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam
perolehan (pengadaan) tanah yaitu:41
a. Penguasan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun harus ada landasan haknya;
b. Di dalam UUPA hak-hak itu berupa: hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak-hak
sekunder yang ada;
c. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung
bersumber pada hak bangsa. Ini berarti, bahwa setiap hak atas
tanah bersifat pribadi ( dalam arti bahwa pemanfaatannya
harus memperhatikan juga kepentingan umum, kepentingan
bersama). Karena itulah maka disebutkan dalam Pasal 6 UUPA
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jika
terjadi pertentangan antara kepentingan bersama, maka
kepentingan bersamalah yang harus didahulukan;
d. Cara memperoleh tanah yang sudah dihaki seseorang harus
melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan, menurut
ketentuan yang berlaku. Tegasnya, dalam keadaan biasa,
40 Aminuddin Salle dkk, op.cit., hlm. 82.
41 Boedi Harsono, 2004, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 4-5.
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pihak yang memiliki tanah tidak boleh dipaksa untuk
menyerahkan haknya;
e. Dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawarah tidak
dapat menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum,
Penguasa (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia diberi
kewenangan oleh hukum untuk mengambil tanah yang
diperlukan secara “paksa” tanpa persetujuan yang mempunyai
tanah, melalui acara pencabutan hak;
f. Baik dalam acara, perolehan tanah atas dasar kata sepakat,
maupun dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah
menyerahkan haknya wajib diberikan imbalan yang layak,
berupa uang, fasilitas dan atau tanah lain sebagai gantinya,
sedemikian rupa hingga keadilan sosial dan keadaan
ekonominya tidak menjadi mundur;
g. Rakyat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek-
proyek pembangunan berhak untuk mendapatkan pengayoman
dari para pejabat Pamong Praja dan Pamong Desa.
Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka adalah sesuatu hal
yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar
bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban
memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau
pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula
dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu
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hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15 UUPA). Dalam
melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang
ekonomis lemah.42
Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat
dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak
dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apabila kalau
hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tapi ketentuan itu, tidak berarti
bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum (masyarakat). Oleh karena UUPA memperhatikan pula
hak-hak perseorangan. Kepentingan perseorangan dan masyarakat harus
saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok,
yaitu kemakmuran, keadilan dan kabahagiaan bagi rakyat seluruhnya
(pasal 2 Ayat 3).43
Pengadaan tanah diselenggarakan dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan
masyarakat. Dengan demikian berbagai ketentuan dalam Undang-undang
tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harus dapat
menjamin bahwa  kegiatan pembangunan itu ditujukan untuk kemakmuran
rakyat.  Mengingat pembangunan untuk kepentingan umum itu merupakan
42Aminuddin Salle dkk, op.cit., hlm. 82
43Ibid
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bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional, pasal-pasal dalam
Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum harus
dapat mencerminkan keseimbangan antara keuntungan pebangunan bagi
investor dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Hal ini sesuai
dengan prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan menurut
pasal 33 ayat (4) UUD 1945.44
D. Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah yang dilakukan melalui pembebasan tanah hanya
dapat dilakukan berdasarkan asas kesepakatan. Dalam Pasal 42 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa:
“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya
ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan
negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38,
ganti kerugian dititpkan di pengadilan negeri setempat.”
Pada umumnya, persoalan pembebasan tanah untuk kepentingan
umum timbul karena tidak adanya persesuaian harga, dan sering
memperuncing masalah adalah turut campur tangannya pihak-pihak
tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanas-
manasi masyarakat atau warga pemilik tanah untuk meminta harga yang
sangat tinggi/tidak wajar, yang mengakibatkan musyawarah tidak
mencapai mufakat dan pembangunan terhambat karena penyelesaian
menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan.45 Hal tersebut sampai harus
berujung kepada pengadilan karena adanya pengajuan keberatan dari
44 Ibid, hlm. 154.
45 Andrian Sutedi, op.cit., hlm. 354.
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pihak pemegang hak. Pelaksanaan pengadaan tanah semakin terlambat
dan semakin berlarut-larut. Sedangkan keperluan untuk pembangunan
tanah yang dimaksud sangat mendesak sekali. Setelah berbagai cara
telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti kerugian
tetapi tidak membawa hasil, maka harus ada penyelesaian lain yang
memungkinkan untuk terselesainya sengketa ganti rugi antara pemerintah
dan pemegang hak atau pemilik tanah sehingga pembangunan bisa cepat
dilaksanakan.
Lembaga konsinyasi adalah lembaga yang baru diperkenalkan
dalam bidang hukum pertanahan. Lembaga ini sebelumnya dikenal dalam
bidang hukum perdata khususnya dalam bidang utang-piutang dalam
Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUH Perdata.46
Penitipan ganti kerugian pada pengadilan negeri (Konsinyasi)
dilakukan pada Pengadilan Negeri di Wilayah lokasi pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penitipan ganti kerugian
sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 dilakukan dalam hal:
a) Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti
kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan
keberatan ke Pengadilan Negeri;
46 Aminuddin Salle dkk, op.cit., hlm.299.
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b) Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti
kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c) Pihak yang berhak tidak diketahui keberedaannya;
d) Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak
hadir dan tidak memberikan kuasa, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012; atau
e) Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
1) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2) Masih dipersengkatakan kepemilikannya;
3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4) Menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
Penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan oleh
Instansi yang memerlukan tanah dengan surat permohonan kepada ketua
pengadilan Negeri. Surat permohonan, dengan melampirkan:
a) Surat keterangan dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah
mengenai alasan penitipan ganti kerugian;
b) Nama pihak yang berhak atas ganti kerugian yang dititipkan;
c) Undangan pemberian ganti kerugian;
d) Surat-surat:
1) Berita acara kesepakatan musyawarah;
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2) Berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau
besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah
dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
3) Berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau
besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan
negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
4) Berita acara pihak yang berhak tidak diketahui
keberadaannya;
5) Berita acara pihak yang berhak telah diundang secara
patutu tidak hadir dan tidak memberi kuasa;
6) Berita acara objek pengadaan tanah yang akan diberikan
ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di
pengadilan;
7) Berita acara objek pengadaan tanah yang akan diberikan
ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
8) Berita acara objek pengadaan tanah yang akan diberikan
ganti kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan
hutang lainnya.
Dalam hal ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri,
pelaksanaan penitipan dibuat dalam Berita Acara penitipan Ganti
Kerugian. Pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan negeri
oleh pihak yang berhak disertai surat pegantar dari Ketua Pelaksana
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Pengadaan Tanah. Pengabilan ganti kerugian terhadap objek pengadaan
tanah menjadi jaminan bank, ganti kerugian dapat diambil di pengadilan
negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan
tanah dan surat persetujuan dari pihak bank atau pihak pemegang hak
tanggungan. Pengambilan ganti kerugian, pihak yang berhak
menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah
kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Dalam hal ketua pelaksna
pengadaan tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana, surat
pengantar diterbitkan oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan
setempat.47
Mengenai penggunaan lembaga hukum konsinyasi dalam
pengadaan tanah, terdapat 2 pendapat, sebagai berikut:48
1) Pendapat yang menyetujui diterapkan dalam pengadaan tanah.
a. Ida Bagus Ngurah Adnyana (Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya), berpendapat bahwa konsinyasi dapat
dibenarkan dalam pembebasan tanah, tetapi hanya bagi
pembebasan tanah yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah. Konsinyasi tidak dilakukan sama persis
dengan hubungan perdata;
b. Putusan MA No. 135/Pdt/1989, 19 April 1990, mengenai
kasus proyek PLTA Mrica, Kabupaten Banjarnegara, Jawa
47 Jarot Widya Mulyawan, op.cit., hlm. 77.
48 Aminuddin Salle dkk, op.cit., hlm.300-302.
39
Tengah bahwa penetapan harga tanah yang telah
ditetapkan oleh Pantia pengaadaan tanah Tingkat II (sesuai
dena PMDN) mengikat pihak-pihak yang membebaskan
tanah maupun yang dibebaskan hingga dapat ditempuh
acara consignatie. Hal ini dapat dilakukan, karena kasus ini
mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
c. Putusan MA No. 650 PK/Pdt/1994, tanggal 29 Oktober
1994, mengenai peninjauan kembali kasus Kedungombo,
bahwa konsinyasi dalam kasusKedungombo dilakukan
dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum
atas tanah-tanah warga desa, sehingga dapat diterapkan
ketentuan-ketentuan mengenai konsinyasi dalam BW dan
Brv.
2) Pendapat yang tidak menyetujui pemberlakuan konsinyasi
dalam pengadaan tanah
a) Boedi harsono (2005) berpendapat bahwa lembaga
“aanbod van gerede betaling, yang diikuti dengan
“consignatie” (pasal 1404 KUH Perdata), mengatur
penyelesaian utang piutang. Seorang debitor yang akan
membayar lunas utangnya, sedang kreditor menolak
menerima pembayarannya, dapat menyerahkan dalam
konsinyasi kepada ketua pengadilan negeri yang
bersangkutan. Jika Ketua pengadilan tersebut
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menyetujuinya, maka menurut hukum utang, utang tersebut
telah dibayar lunas. Tapi dalam hal pemegang hak atas
tanah tidak bersedia menerima imbalan yang ditawarkan,
tidak ada hubungan utang-piutang. Maka jelas tidak dapat
digunakan lembaga konsinyasi tersebut. Lain halnya kalau
pemegang hak atas tanah sudah bersedia menerima
imbalan yang ditawarkan, tetapi kemudian menolaknya;
b) AP. Parlindungan, menyatakan bahwa pada jaman
pemerintahan Belanda terdapat putusan Hooge Raad 15-3-
1872 W. 3451, yang menentukan bahwa consignatie hanya
dimungkinkan jika tidak diketahui siapa pemiliknya atau
diragukan, demikian pula jika ada kepentingan pihak ketiga
yang masih dipermasalahkan. Selanjutnya dinyatakan:
“jika...boleh mengkonsinyasikan uang ganti rugi padahal
belum terdapat kesepakatan mengenai ganti rugi. Untuk itu
konsinyasi dalam pengadaan tanah sudah merupakan
suatu tindakan sewenang-wenang;
c) Nursyahbani Katjasungkana (Oloan Sitorys dan Dayat
Limbong, 2004), menyatakan bahwa pendapat yang
membolehkan konsinyasi dalam menyelesaikan kasus
pembebasan tanah, jelas merupakan kontruksi yang telah
dipaksakan, dengan tujuan mencari legalitas pada tindakan
pemerintah yang sebenarnya tidak berdasarkan hukum.
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Juga, konsinyasi dalam Hukum perdata ditunjukkan untuk
menampung hubungan-hubungan hukum yang macet,
lantaran salah satu pihak tidak mau melaksanakan
perjanjian;
d) Putusan MA No. 2263 K/Pdt/1991, tanggal 20 juli 1990
mengenai proyek irigasi Waduk Kedungombo Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah, bahwa para penggugat menolak
pembayaran, kedua belah pihak mengajukan tanya jawab,
karena perbuatan tersebut tidak sepihak. Tetapi para
penggugat tidak mempunyai kesempatan membela diri,
karena belum selesai musyawarah dan mufakat, tanah
yang bersangkutan ditenggelamkan. Karena itu Fatwa wakil
ketua Mahkamah Agung penerapannya menyalahi undang-






Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka
penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten Pangkep dengan pertimbangan
bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di Kabupaten
Pangkep. Adapun tempat penelitian tersebut adalah di Pengadilan Negeri
Pangkep, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Kabupaten Pangkep, Kantor Bupati Kabupaten Pangkep, dan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep. Penulis memilih lokasi
penelitian di Kabupaten Pangkep, karena lokasi ini dapat memberikan
penulis data yang diperlukan dalam pembahasan. Selain itu, di lokasi
ditemukan masalah-masalah terkait dengan penulisan skripsi ini.
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitiam ini, penulis menggunakan data-data yang
mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian,
adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua
jenis data, yaitu :
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan
melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
Dalam penggunaan data primer, pengumpulan data melalui
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Field Research terutama dengan menggunakan metode
wawancara secara langsung.
2. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.49
Data dari Internet, Peraturan Perundang-undangan, maupun
sumber tertulis lainnya yang masih berhubuga dengan objek
penelitian.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adlah seluruh pegawai kantor
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Seluruh pegawai di Pengadilan Negeri
Pangkep, seluruh pegawai Kantor Bupati Kabupaten Pangkep,
seluruh pegawi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pangkep dan 12 Orang hasil penetapan Pengadilan Negeri
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Konsinyasi Pengadaan
Tanah di Kabupaten Pangkep50.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki
oleh populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling yaitu
49 Amiruddin, H. Zainah Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.
50 Data diolah oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2016.
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penarikan sampel yang bertujuan atau dilakukan dengan cara
mengambil subyek dan obyek didasarkan pada tujuan tertentu.
Berdasarkan populasi tersebut, peneliti menentukan sampel
sebanyak 5 orang hasil penetapan Pengadilan Negeri Pangkep 1
orang telah dieksekusi oleh kejaksaan dan belum mengambil uang
ganti kerugian, 2 orang telah mengambil uang ganti kerugian dan
belum di eksekusi, 2 orang lainnya belum dieksekusi dan
melakukan penolakan dengan belum mengambil uang ganti
kerugian. Selain 4 orang responden tersebut, peneliti juga
menentukan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten dan
Pangkajene Kepulauan, pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pangkep dan pegawai di Pengadilan Negeri Pangkep
sebagai sampel penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Sehubungan dengan pembahasan skripsi penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan
dengan melakukan interview, dengan pihak-pihak terkait dengan
permasalahan yang menjadi materi pembahasan. Interview
dilakukan dengan mewawancarai responden terkait sesuai sampel
di atas, termasuk Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata
45
Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dan Ketua Pengadilan Negeri Pangkep.
2. Penelitian Kepustakaan
Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian
dan mengelolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen
resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian
ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang
permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media
elektronik dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah
ditelususri dipilih dan dipilihlah sesuai tingkat kepentingan (urgensi)
dari penulisan skripsi.
E. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam peelitian ini adalah
analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dari studi lapangan
dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau
kenyataan objek yang akan disusun secara logis. Selanjutya, dari
pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas
disusun dalam suatu laporan hasil penelitian mengenai Implikasi Hukum





A. Penerapan Hukum Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah di
Kabupaten Pangkep
1. Pelaksanaan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah di Kabupaten
Pangkep
Konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri
merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan
sengketa ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Pengadaan tanah digunakan untuk mendapatkan
atau memperoleh tanah rakyat bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum. Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah didasari
dengan prinsip musyawarah mufakat antara instansi pemerintah yang
membutuhkan tanah dengan pihak yang memiliki hak atas tanah
terutama dalam hal ganti kerugian. Berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 468 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pantia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
kepentigan umum untuk pelaksanaan pembangunan jalan lintas barat
dalam wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
dan penentuan ganti kekerugianan pada dasarnya dilaksanakan melalui
musyawarah. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling
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mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan
yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas
tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kekerugianan.1
Pelaksanaan musyawarah yaitu :2
a. Musyawarah dilakukan secara langsung antara tim
pembebasan tanah dengan para pemegang hak atas tanah
dan pemilik bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain
yang terkait denga tanah yang bersangkutan yang sebaiknya
didampingi oleh Kepala Desa atau Camat
b. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan pemilik
bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait
dengan tanah yang bersangkutan tidak memungkinkan
terselenggarakannya musyawarah secara efektif,
musyawarah dapat dilakukan bergiliran secara parsial
dengan wakil yang ditunjuk diantara dan oleh mereka.
c. Dalam hal musyawarah dilaksanakan melalui perwakilam
penunjukan wakil dibuat dalam bentuk surat kuasa yang
diketahui oleh Lurah Kepala Desa setempat.
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Trans
Makassar-Pare-Pare di Kabupaten Pangkep banyak menemui




hambatan. Lokasi pelebaran jalan yang merupakan lokasi pemukiman
warga dan merupakan tempat mata pencaharian sebagian warga
khususnya untuk 12 penetapan konsinyasi yang ada di Kabupaten
Pangkep yang sebagian besar berlokasi di Kelurahan segeri.
Penetapan konsinyasi yaitu pada akhir 2015 sampai dengan
pertengahan 2016. Berikut adalah daftar rencana konsinyasi
pembebasan tanah untuk pelebaran jalan poros makassar – pare –
pare kabupaten pangkep tahun 2015.
Tabel 1. Daftar Rencana Konsinyasi Pembebasan Tanah Untuk
Pelebaran Jalan Poros Makassar – Pare – Pare Kabupaten Pangkep
Tahun 2015.
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1. Perpres No. 36
Tahun 2005 Pasal
















2. Perkaban No. 3
Tahun 2007 pasal
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Sumber : Data Sekunder Tahun 2016
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Dari 14 pengajuan rencana konsinyasi pembebasan tanah untuk
pelebaran jalan poros makassar – pare – pare kabupaten pangkep tahun
2015 hanya 12 diantaranya yang sampai masuk ke Pengadilan Negeri
Pangkep selebihnya telah menerima ganti kerugian tanpa melalui
Pengadilan Negeri Pangkep. Berikut adalah Daftar 12 Penetapan
Konsinyasi terkait Pelebaran Jalan Trans Makssar-Pare-Pare.
































Jl. Poros Makassar Pare,
Kec. Segeri
Rp. 102.317.390 Telah diterima oleh H.
Mustafa (termohon)
pada tanggal 17 Mei
2016
5 8/Pdt.P.Cons/2016/PN.PKJ
H. M. AMIN/Ahli Warisnya






Jl. Poros Makassar Pare,
Kec. Segeri
Rp. 130.702.800 Telah diterima oleh H.
Syukur (termohon)




Jl. Poros Makassar Pare,
Kec. Segeri



























Sumber : Data Sekunder Tahun 2016
Penitipan ganti kekerugianan pada Pengadilan Negeri (Konsinyasi)
dilakukan pada Pengadilan Negeri di Wilayah lokasi pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penitipan ganti
kekerugianan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 dilakukan dalam hal:
a) Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti
kekerugianan berdasarkan hasil musyawarah dan tidak
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;
b) Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti
kekerugianan berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
c) Pihak yang berhak tidak diketahui keberedaannya;
d) Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak
hadir dan tidak memberikan kuasa, sebagaimana dimaksud















e) Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti
kekerugianan:
1) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2) Masih dipersengkatakan kepemilikannya;
3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4) Menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
Konsinyasi merupakan tahap akhir untuk tahap pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersifat final and
binding. Menurut Hakim Andi Imran yang menangani salah satu
perkara ini yaitu Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya
penitipan ganti kekerugianan di Pengadilan Negeri salah satunya yaitu
mengenai nilai ganti kekerugianan yang tidak merata artinya ada
ketimpangan harga yang relatif jauh padahal masih dalam satu
wilayah yaitu di Kecamatan Segeri. Tapi mengenai besaran ganti
kerugian itu bukan kewenangan pengadilan, ada tim Appraisal yang
berwenang dan telah melaksanakan kewajibannya untuk menaksir
harga tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal lain yang dapat dinilai.3
Hal tersebut diatas, turut dibenarkan oleh Bapak H Syukur selaku
pemegang hak menyatakan bahwa4 Penilaian yang dilakukan tidak
sesuai dengan NJOP. Perbedaan harga yang sangat tinggi sehingga
3 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 13.00
WITA
4 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 10.00
WITA
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penolakan terjadi dengan tidak mengambil uang ganti kerugian di
Pengadilan Negeri Pangkep.
Masyarakat menghendaki ganti kerugian yang setinggi-tingginya
atau paling tidak sama dengan harga pasar. Mengutip Maria
Sumardjono dalam bukunya5 bahwa harga pasar atau nilai nyata
(Market Value) yang wajar, yaitu harga yang disepakati penjual dan
pembeli untuk sebidang tanah dalam keadaan wajar, tanpa adanya
unsur pasaan untuk menjual atau membeli. Walaupun sebenarnya
terdapat beberapa alternatif yang dapat dijadikan dasar penentuan
market value, namun kiranya nilai nyata atau sebenarnya sebagai
dasar penentuan ganti kekerugianan memenuhi syarat untuk
diterapkan, mengingat bahwa kegiatan pembangunan ini sama sekali
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
Bagi masyarakat pemegang hak, ganti kerugian yang layak dan adil
adalah ketika ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan harga
pasar yang berlaku di tempat tersebut. Akan tetapi, pemerintah dalam
memberikan ganti kerugian seringnya jauh di bawah harga pasar,
karena pemerintah menggunakan NJOP sebagai acuan dasar
penentuan ganti kerugian tanah. Dari wawancara penulis bersama
Bapak Hamzah selaku tim penaksir dalam hal ini dari Dinas Pekerjaan
5 Maria Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76
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Umum  mengatakan bahwa6 dalam penenuan ganti kerugian
pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Trans Makassar-Pare-Pare di
Kabupaten Pangkep, pemerintah tidak menggunakan NJOP sebagi
satu-satunya dasar pemberian ganti kerugian kepada masyarakat
pemegang hak, melainkan ada patokan dasar harga yang dikeluarkan
melalui SK Bupati Pangkep dan mempertimbangkan harga pasar
setempat yang berlaku serta kekerugianan-kekerugianan yang akan
dialami baik itu secara materil maupun immateril oleh pemegang hak.
Jadi, harga taksir yang tercipta dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan pelebaran jalan di Kabupaten Pangkep merupakan hasil
dari penggabungan NJOP, harga pasar yang berlaku dan
kekerugianan-kekerugianan lain yang dapat ditaksir.
Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan harga taksir tanah
yang ditetapkan masih jauh harga pasar yang berlaku, sekalipun
pemerintah mengatakan bahwa tidak menggunakan NJOP sebagai
dasar penentuan nilai ganti kerugian. Hal tersebut dibuktikan dengan
harga taksir tanah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati
Pangkep Nomor 301 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Ganti
Rugi Pengadaan Tanah Dan Tanaman Serta Benda Lainnya Untuk
Lokasi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pelebaran Jalan Poros
Kalibone-Mandalle Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan sebagai
berikut :
6 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 20  Desember 2016,  pada Pukul 09.45
WITA
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Tabel 3: Harga taksir Tanah di Kabupaten Pangkep
Keterangan Perkotaan Pedesaan
Bersertifikat Rp. 150.000,-s/d Rp. 300.000,- Rp. 50.000,- s/d Rp. 70.000,-
Tidak bersertifikat Rp. 100.000,-s/d Rp. 200.000,- Rp. 20.000,-s/d Rp. 50.000,-
Sumber : Data SekunderTahun 2010
Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan harga pasar
yang berlaku pada Tahun 2010, tentunya harga taksir tanah tersebut
masih sangat terlampau rendah. Harga pasar tanah yang berlaku
pada Tahun 2010 untuk tanah bersertifikat diperkotaan/kecamatan
adalah sejumlah Rp. 700.000,- s/d Rp. 1.000.000,-. Sedangkan harga
taksir tertinggi untuk tanah bersertifikat diperkotaan/kecamatan adalah
Rp.300.000,-.7
Apabila pemberian ganti kerugian berdasarkan harga pasar yang
berlaku pada saat itu, maka nilai ganti kerugian yang akan diterima
akan seperti pada tabel berikut:









1 A 22 Rp. 6.600.000,- Rp. 22.000.000,-
7 Rizki Fevrisari, 2015, “Implementasi Musyawarah dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk
Pelebaran Jalan Di Kabupaten Pangkep”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar, Hlm. 51
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2 B 35 Rp. 10.500.000,- Rp. 35.000.000,-
3 C 10 Rp. 3.000.000,- Rp. 10.000.000,-
Sumber Data : Data Primer pada Tahun 2016
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbedaan yang cukup
signifikan apabila harga tanah yang digunakan dalam ganti kerugian
pelepasan hak atas tanah. Sehingga wajar apabila masih ada
beberapa pemegang hak yang bertahan dengan permintaan awal
berdasarkan harga pasar yang berlaku, sehingga harus melalui
prosedur Penitipan ganti kekerugianan di Pengadilan Negeri
(Konsinyasi) Pada dasarnya, harga pasar yang ada merupakan harga
pasar yang berlaku berdasarkan kebiasaan yang dipengaruhi oleh
lingkungan setempat. Semestinya pemerinyah dalam hal ini
Pemerintah Daerah tidak boleh menetapkan harga yaitu melalui Surat
Keputusan Bupati, karena mengakibatkan adanya rasa ketidak adilan
terhadap masyarakat pemegang hak. Artinya Tim Appraisal tidak
menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebgaimana pada
Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang
menyatakan bahwa:
“Penilai pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah oeang
perseoranga yang melakukan penilaian secara independen dan
profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri
Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan
untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.”
Independen dan profesional artinya Tim Penilai bekerja tanpa
adanya interfensi dari pihak manapun, akan tetapi dengan adanya
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Surat Keputusan Bupati artinya ada campur tangan oleh Pemerintah
Daerah. Dengan adanya campur tangan oleh Pemerintah Daerah
artinya Tim Appraisal tidak bekerja secara Independen dan
Profesional.
Dari pengakuan H Syukur Selaku salah satu pemegang hak
menyatakan bahwa8 merasa tidak puas dan dikerugiankan karena ada
beberapa masyarakat pemegang hak atas tanah yang menerima ganti
kerugian pembebasan tanah untuk jalan, namun jumlah nominal dan
ganti kerugian yang diterima beragam. Nilai ganti kerugian yang
dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5. Daftar Perbandingan Harga Oleh H. Syukur




1 Hj. Nurmiah 10 x 8 m² Rp. 260.000.000,-
2 Hj. P Tija 8 x 8 m² Rp. 249.000.000,-
3 H Syukur 7 x 8 m² Rp. 130.000.000,-
Sumber : Data Primer Tahun 2016
Berdasarkan tabel diatas, luas tanah yang tidak jauh berbeda dan
memiliki sertifikat Hak Milik akan tetapi perbandingan harga yang
cukup signifikan. Ini merupakan salah satu alasan terjadinya
8 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 10.00
WITA
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konsinyasi di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut senada dengan H
Yunus selaku salah satu pemegang Hak menyatakan bahwa9
melakukan penolakan mengenai besaran ganti kerugian tersebut
dengan tidak mengambil uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri
karena belum terasa Adil walaupun telah dilakukan eksekusi oleh
Pengadilan Negeri.
Berkaitan dengan penilaian ganti kekerugianan, telah diatur di
dalam Pasal 31-36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Lembaga
pertanahan menetapkan penilaian sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan mengumumkan penilai tersebut untuk
melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah (Pasal 31 ayat (1)
dan (2)). Penilai yang ditetapkan wajib bertanggungjawab terhadap
penilaian yang telah dilaksanakan (Pasal 32 ayat (1)). Dan
pelanggaran terhadap kewajiban penilai dikenakan sanksi
administratif dan/atau pidana dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Pasal 32 ayat (2)).
Menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, penilaian
besarnya nilai ganti kekerugianan oleh penilai dilakukan bidang per
bidang tanah, meliputi :
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
9 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 20  Desember 2016,  pada Pukul 16.45 WITA
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c. Bangunan;
d. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
e. Kekerugianan yang dapat dinilai
Terjadinya sengketa ganti kerugian yang terjadi dalam proses
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada kenyataannyya
masih sulit ditemukan jalan keluarnya. Dari pengakuan Bapak M Arifin
selaku pemegang hak bahwa10 kurangnya komunikasi antara warga
pemegang hak dan pemerintah selaku panitia pengadaan tanah
mengakibatkan sulitnya menemui kata sepakat dan berlarut-larut
hingga beberapa tahun dan akhirnya berujung di Pengadilan.
Pemerintah yang seharusnya berdiri dibelakang masyarakat akan
tetapi kenyataannya malah berlawanan dengan masyrakat. Menurut
Aminuddin Salle dalam bukunya mengatakan bahwa11 kepala desa
atau lurah dan camat dalam pengadaan tanah akan memihak kepada
pemerintah oleh karena mereka aparat pemerintahan yang
mengharuskan mereka loyal kepada atasannya. Seharusnya bahwa,
camat dan lurah sebagai wakil pemerintah di pedesaan yang berperan
sebagai wasit yang netral, dan bukan sebagai pihak yang dalam
proses pengadaan tanah.
10 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 09.00
WITA
11 Aminuddin Salle, Op.Cit., hlm.155
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Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh para pemegang hak atas
tanah belum tentu menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh
masyarakat. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkadang
masih belum bisa diterima dan mendapat pertentangan dari
masyarakat. Seperti halnya pengakuan dari Bapak H Mustafa selaku
pemegang hak menyatakan bahwa12 kurangnya sosialisai mengenai
pengadaan tanah membuat masyarakat kurang mengerti tujuan dari
pengadaan tanah dan bagaiamana prosedur yang harus ditempuh
apabila terjadi penolakan akhirnya masyarakat buta hukum akan hal
tersebut. Dan masyarakat yang melakukan penolakan dengan tidak
mengambil uang ganti kekerugianan tetap bertahan dengan  ganti
kerugian yang diinginkan sehigga terjadilah penyelesaian sengketa ini
di Pengadilan.
Dalam hal ketidaksetujuan terhadap ganti kerugian yang dihasilkan
berdasarkan musyawarah, ada pihak yang tidak setuju tetapi tidak
mengajukan keberatan ke Pengadilan, dan ada juga yang kemudian
mengajukan keberatan ke Pengadilan tetapi pada akhirnya tetap
menolak ganti kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Sebagian pemegang hak atas tanah yang
tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adalah masyarakat
yang tidak mengerti hukum, yang tidak memiliki pengacara, dan juga
12 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19  Desember 2016,  pada Pukul 14.45
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masyarakat merasa capek dan malas berurusan dengan Pengadilan
karena ada masyarakat yang berpandangan apabila menempuh
proses peradilan akan memakan waktu dan dana yang relatif banyak.
Hasilnya pun belum tentu sesuai dengan apa yang di inginkan
masyarakat khususnya dalam hal ini pihak penggugat.
Tidak adanya pengajuan keberatan untuk besaran ganti kerugian
mengakibatkan terus berjalannya proses pengadaan tanah. Hal ini
sejalan dengan pernyataan hakim Andi Imran bahwa13 semua
prosedur telah ditempuh oleh panitia pengadaan tanah, dalam proses
pemeriksaan perkara telah diperiksa semua Berita Acara dan telah
terpenuhi. Berita Acara merupakan salah satu tolak ukur untuk
memeriksa perkara permohonan. Apabila berita acara telah lengkap
artinya hak-hak dari masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan
nilai yang disepakati.
Pernyataan berbeda dari salah satu pemegang hak yaitu Bapak H
Hamja bahwa14 kurangnya pengetahuan mengakibatkan tidak
mengetahui bahwa dengan di tanda tanganinya berita acara tersebut
mengannggap adanya persetujuan besaran nilai yang kemudian
dijadikan dasar penentuan ganti kerugian hingga ke tahap konsinyasi.
13 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 13.00
WITA
14 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 15.00
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Bagi yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti
kekerugianan, maka karena hukum, pihak yang berhak dianggap
menerima bantuk dan besaran ganti kekerugianan yang dihasilkan
berdasarkan hasil penelitian oleh penilai. Hal tersebut diatur dalam
Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
Untuk itu, konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian dilakukan
karena tidak adanya keberatan dalam jangka 14 hari kerja setelah
adanya penetapan ganti kerugian oleh Panitia Pengadaan Tanah.
Penitipan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan Trans Makassar-Pare-Pare dilakukan pada awal
2015 hingga pertengahan 2016. Karena konsinyasi tersebut dilakukan
pada tahun 2015 hingga 2016, maka peraturan yang digunakan
adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Karena tidak adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri
mengenai besaran ganti kerugian maka ditempuhlah konsinyasi yang
dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah sampai dilakukan eksekusi.
Itu artinya konsinyasi diajukan oleh Panitia pengadaan tanah diterima
oleh pengadilan. Apabila dilihat dari latar belakang dilakukannya
konsinyasi tersebut, maka pelaksanaan konsinyasi pada Pelebaran
Jalan Trans Makassar-Pare-pare di Kabupaten Pangkep ini
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berdasarkan pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau
besarnya ganti kekerugianan berdasarkan hasil musyawarah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan
Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Ganti kekerugianan dititipkan di
Pengadilan negeri setempat.”
Berdasarkan isi pasal tersebut, konsinyasi pada pembangunan
untuk pelebaran jalan Trans Makassar-Pare-Pare ini dilakukan karena
proses musyawarah yang tidak menghasilkan kesepakatan. Yang
harus diperhatikan dalam konsinyasi pengadaan tanah ini adalah
berjalannya proses musyawarah. Karena musyawarah merupakan
dasar dalam penentuan ganti kekerugianan yang akan diberikan pada
pemegang hak atas tanah. Konsinyasi yang diajukan ke Pengadilan
bisa saja ditolak karena tidak dilakukannya musyawarah berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep Bapak Bustam yang
menyatakan bahwa15 sesungguhnya di dalam proses musyawarah
telah selesai artinya musyawarah tidak berjalan dengan baik karena
apabila berjalan dengan baik masyarakat paham bahwa nanti dalam
penilaian akan ada tim independen yang bukan pilihan dari
Pemerintah daerah atau dalam hal ini tim Independen yang akan
15 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 21 Desember 2016,  pada Pukul 13.10
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menentukan besaran ganti kerugian. Sehingga tidak akan berujung
pada Pengadilan yaitu Konsinyasi.
Dalam kasus pengadaan tanah tersebut ada perbedaan pendapat
mengenai pelaksanaan ganti kerugian yang akan diberikan kepada
para pemegang hak atas tanah, sehingga menimbulkan ketidak
sepakatan dalam hal ganti kerugian. Di satu sisi para pemegang hak
atas tanah meminta penentuan ganti kerugian dilakukan secara
transparan dan ditentukan secara sepihak. Hal tersebut turut
dibenarkan oleh salah satu pemegang hak yaitu H Syukur
menyatakan bahwa16 pemerintah tidak semestinya melakukan
penilaian secara sepihak artinya dalam melakukan penilaian kami
sebagai pemegang hak milik atas tanah kami diikut sertakan dalam
proses tersebut. Jangan pada saat penentuan nilai ganti kerugian
pada saat musyawarah baru kemudian di umumkan dan kemudian
nilai tersebutlah yang harus disepakati.
Panitia pengadaan tanah boleh saja memiliki harga dengan hasil
survei tim independen, namun tidak boleh digunakan sebagai acuan
tetap dalam penentuan ganti kerugian. Harga dengan hasil survei tim
independen, diumumkan kepada masyarakat sebagai pertimbangan
dalam proses musyawarah bersama untuk menentukan penentuan
ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam proses
16 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 10.00
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musyawarah ganti kekerugianan, panitia pengadaan tanah tidak boleh
mengklaim bahwa harga hasil survei tim independen adalah paling
benar dan paling tepat digunakan sebagai ganti kekerugianan, tetapi
harga hasil survei tim independen hanya digunakan sebagai
pengajuan pendapat mengenai bentuk dan/atau ganti kekerugianan
yang akan diberikan kepada masyarakat.
Dalam hal kesepakatan mengenai ganti kerugian, harus ditentukan
melalui musyawarah dengan mempertimbangkan hal-hal yang
diajukan oleh masyarakat sebagai pihak yang akan menerima ganti
kerugian hal tersebut harus di lakukan ,agar dapat diambil jalan
tengah dan pengambilan keputusan yang tidak mekerugiankan semua
pihak yang terkait. Sebelum dilakukan penitipan ganti kekerugianan,
maka pengadilan harus memeriksa segala hal yang menjadi latar
belakang diterimanya penitipan ganti kekerugianan tersebut. Baik
yang terkait dengan peruntukannya demi kepentingan umum maupun
dalam hal musyawarah apakah telah benar-benar dilaksanakan
sesuai dengan prosedur atau tidak.
Musyawarah merupakan dasar yang digunakan dalam penentuan
ganti kekerugianan. Apabila konsinyasi diajukan karena tidak adanya
kesepakatan mengenai ganti kerugian, maka hal tersebut dapat
diketahui melalui proses musyawarah yang dilakukan secara langsung
antara pemegang hak atsa tanah, tanaman dan benda-benda lain
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yang berkaitan dengan tanah bersama panitian pengadaan tanah dan
instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.
Secara umum, konsinyasi diatur di dalam Pasal 1404-1412
KUHPerdata. Mengenai prosedur pengajuan dan pelaksanaan
konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Tetapi secara umum prosedur pengajuan dan
pelaksanaannya sama dengan konsinyasi dalam hal pembayaran
utang sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata, yang diantaranya
meliputi:17
a. Pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah
mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran
dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang
meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus
dilakukan (pemerintah sebagai pemohon dan pemegang hak
atas tanas sebagi termohon).
b. Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada sub a, maka
permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana
termohon bertempat tinggal yang telah dipilihnya.
c. Permohonan konsinyasi didaftar dalam register permohonan.
17 Hj.marni Emmy Mustafa 2012, Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi di
Pengadilan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, artikel
hukum (http:/www.pt-bandung.go.id/uploads/file/artikel/2.pdf, diakses pada tanggal 2 Januari
2017 pukul 19.25 WITA)
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d. Ketua pengadilan negeri memerintahkan jurusita Pengadilan
Negeri dengan dsertai oleh 2 (dua) orang saksi, dituangkan
dalam surat penetapan untuk melakukan penawara
pembayaran kepada pihak yang akan menerima ganti
kekerugianan di tempat tinggal atau tempat tinggal
pilihannya.
e. Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan
perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan dituangkan
dalam berita acara tentang pernyataan kesedian untuk
membayar.
f. Kepada pihak yang akan menerima ganti kekerugianan
diberikan salinan dari berita acara tersebut.
g. Jurusita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena
pihak yang akan menerima ganti kekerugianan menolak
pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan
(konsinyasi) di kas kepaniteraan pengadilan Negeri yang
akan dilakukan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan
dalam berita acara tersebut.
h. Pada waktu yang telah ditentukan, jurusita dengan disertai 2
(dua) orang saksi menyerahkan uang tersebutkepada
panitera Pengadilan Negeri dengan menyebutkan jumlah
dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas Kepaniteraan
Pengadilan Negeri sebagai uang konsinyasi.
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i. Agar pertanyaan tentang kesediaan untuk membayar
yangakan dilakukan pihak yang memerlukan tanah yang
diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga,
harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang
memerlukan tanah yaitu pihak pemerintah kepada
Pengadilan Negeri dengan petitum:
a) Menyatakan sah dan berharga penawaran
pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi
b) Menghukum pemohon membayar biaya perkara.
Penawaran dan penitipan harus disahkan dengan
penetapan hakim.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Hakim Andi
Imran bahwa18 konsinyasi untuk utang piutang itu Mahkamah Agung
membuat regulasi baru, untuk penitipan ganti kekerugianan memakai
konsep acara kosinyasi pada umunya, namun ada hal-hal khusus
yang diatur. Kemudian Ketua Pengadilan yang mengambil alih untuk
membuatkan penetapan. Sedangkan konsinyasi untuk pengadaan
tanah agak berbeda dengan konsinyasi pada umumnya yaitu pada
pengadaan tanah harus melalui pemeriksaan majelis hakim tunggal,
karena menyangkut utang piutang.
18 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 13.00
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Pada kenyataannya, konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum ini dalam keadaan tertentu memang tidak dapat
diterima oleh masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa
ganti kerugian pengadaan tanah karena beberapa alasan
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, apabila kepentingan umum dalam keadaan
memaksa yang harus didahulukan, maka jika dengan jalan atau cara
yang lazim tidak bisa diselesaikan dan dengan jalan musyawarahpun
tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, dengan sendirinya
harus ada wewenang pada pemerintah untuk bisa mengambil dan
menguasai tanah yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan
dengan jalan mengadakan pencabutan hak sebagaimana telah
ditegaskan di dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa:
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah
dapat dicabut dengan memberi ganti kekerugianan yang layak,
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”
Ketentuan pasal tersebut merupakan jaminan bagi rakyat
mengenai hak-haknya atas tanah, yang tanahnya dicabut tetapi diikat
dengan syarat-syarat, yakni pemberian ganti kekerugianan yang layak
termasuk hapusnya hak milik itu karena pencabutan hak. Berdasarkan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada diatasnya
bahwa:
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“Permintaan tersebut pada ayat 1 paal ini oleh yang
berkepentingan dengan:
a. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa
untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak
itu;
b. Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta
letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut
haknya serta benda-benda yang bersangkutan;
c. Rencana penampungan orang-orang yang haknya kana
dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang
menggarap tanah atau menempati rumah yang
bersangkutan.”
Istilah pencabutan hak sebenarnya tidak tepat digunakan dalam
Pengadaan Tanah, pencabutan hak dilaksanakan apabila tidak
adanya kesepakatan sementara istilah Pelepasan hak adalah diawali
dengan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam
hal ini instansi yang memerlukan tanah.
Konsinyasi itu sendiri dilaksanakan salah satunya karena tidak
adanya kesepakatan sehingga pada akhirnya terjadi pelepasan hak.
Oleh Karena tidak ada kesepakatan diantara pemerintah dan
masyarakat sehingga ini dapat dikatakan sebagai pencabutan hak.
Boedi Harsono berpendapat bahwa  lembaga “aanbod van gerede
betaling, yang diikuti dengan “consignatie” (pasal 1404 KUH Perdata),
mengatur penyelesaian utang piutang. Seorang debitor yang akan
membayar lunas utangnya, sedang kreditor menolak menerima
pembayarannya, dapat menyerahkan dalam konsinyasi kepada ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan. Jika Ketua pengadilan tersebut
menyetujuinya, maka menurut hukum utang, utang tersebut telah
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dibayar lunas. Tapi dalam hal pemegang hak atas tanah tidak
bersedia menerima imbalan yang ditawarkan, tidak ada hubungan
utang-piutang. Maka jelas tidak dapat digunakan lembaga konsinyasi
tersebut. Lain halnya kalau pemegang hak atas tanah sudah bersedia
menerima imbalan yang ditawarkan, tetapi kemudian menolaknya.19
Selain itu Nursyahbani Katjasungkana (Oloan Sitorys dan Dayat
Limbong, 2004), menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan
konsinyasi dalam menyelesaikan kasus pembebasan tanah, jelas
merupakan kontruksi yang telah dipaksakan, dengan tujuan mencari
legalitas pada tindakan pemerintah yang sebenarnya tidak
berdasarkan hukum. Juga, konsinyasi dalam Hukum perdata
ditunjukkan untuk menampung hubungan-hubungan hukum yang
macet, lantaran salah satu pihak tidak mau melaksanakan
perjanjian.20
Oleh karena itu konsinyasi tidak tepat digunakan dalam
Pengadaan Tanah karena dalam isitiah pengadaan tanah yaitu
pelepasan hak bukan pencabutan hak. Sehingga penulis berpendapat
bahwa ada beberapa unsur yang penulis tidak sependapat salah
satunya adalah dengan tidak dipertimbangkannya keberatan para
pihak oleh Majelis Hakim. Hal tersebut bertentangan dengan asas
audi et alteram partem yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah
19 Aminuddin Salle dkk, Op.Cit., hlm.301
20 Ibid.
74
pihak yang berperkara dan mempertimbangkannya. Seyogyanya
konsinyasi yang ideal didasari atas kesepakatan para pihak sehingga
terwujudnya pelepasan hak secara berkeadian, berkemanfaatan dan
kesejahteraan.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten
Pangkep
Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan utuk
kepentingan umum dalam prakteknya terdapat beberapa kendala
yang menghambat jalannya pengadaan tanah tersebut. Khususnya
untuk Konsinyasi pelebaran jalan Trans Makassar-Pare-Pare di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi menjadi tiga yaitu
Sebelum, Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Konsinyasi.
a. Sebelum Konsinyasi
Sebelum terjadinya penitipan ganti kekerugianan di Pengadilan
Negeri ada beberapa kendala yang dialami oleh Panitia Pengadaan
Tanah yaitu dalam proses musyawarah penentuan besaran nilai ganti
kerugian yang berlarut larut dan tak kunjung mendapatkan
kesepakatan antara pemegang hak dan pemerintah atau instansi yang
memerlukan tanah. Musyawarah di Kabupaten Pangkep dalam
pengadaan tanah proyek pelebaran jalan Trans Trans Makassar-Pare-
Pare, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan
sehingga musyawarah yang terlaksana tidak berjalan secara efektif.
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Adapun kelemahan yang terdapat dalam implementasi musyawarah
yaitu kurangnya pendekatan antara pemerintah yang memerlukan
tanah dan pemegang hak atas tanah, proses musyawarah yang tidak
efektif dan tekanan dalam proses musyawarah.
Kurangnya pendekatan secara emosional dan religius kepada
masyarakat pemegang hak dalam proses pengadaan tanah
mengakibatkan masyarakat menjadi keras kepala dan tidak berpihak
kepada pemerintah yang dimana semestinya masyarakat berperan
aktif dalam proses pengadaan tanah sehingga musyawarah dapat
berjalan dengan efektif.
Hasil musyawarah merupakan forum tertinggi yang harus dipatuhi
dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait serta berlaku sebagai
undang - undang oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi apabila dalam
musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka tujuan dari
musyawarah itu sendiri tidak akan tercapai.21
b. Pelaksanaan Konsinyasi
Pelaksanaan konsinyasi kendalanya yaitu kurangnya
pengetahuan masyarakat terhadap Pengadaan tanah dalam hal ini
Konsinyasi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bapak H Mustafa
salah satu pemegang hak menyatakan bahwa22 kami terkejut dengan
adanya surat panggilan dari Pengadilan Negeri ini membuat kami
21 Mudakir Iskandar Syah, 2015, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
umum, Permata Aksara , Jakarta. Hlm.44.
22 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 15.45
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merasa tertekan karena kami tidak mengetahui alasan kami dipanggil
kepengadilan.
Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman untuk Pengadaan
tanah apabila masyarakat tidak menyetujui jumlah besaran ganti
kerugian akan tetapi ada kepentingan yang mendesak untuk
pelebaran jalan Trans Trans Makssar-Pare-Pare yang akan segera
dilaksanakan mengingat Anggaran untuk pelebaran jalan sudah
hampir setahun dan akan dikembalikan ke Negara.
Kurangnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan masyarakat
hanya pasrah dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dan
tidak melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga pada saat
hari menjelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri, masyarakat sangat
terkejut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bapak M arifin selaku
pemegang hak bahwa23 pada saat eksekusi tidak mengetahui karena
kami kira masih ada upaya hukum yang akan kami lakukan. Sehingga
pada saat eksekusi kami terburu-buru untuk menata barang yang ada
dalam bangunan.
c. Setelah Konsinyasi
Setelah adanya konsinyasi kendala yang timbul adalah belum
dilakukannya pengukuran baru untuk tanah yang terkena Pengadaan
Tanah. Sebagiamana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 bahwa:
23 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 09.00
WITA
77
“Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang
telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penyataan H Hamja
selaku pemegang hak menyatakan bahwa24 sertifikat hak atas tanah
masih utuh ada dan belum ada pengambilan dari pihak pemerintah
untuk mengurangi batas-batas tanah. Padahal sudah hampir 30 hari
setelah adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri.
Dengan belum dilakukannya pengambilan setifikat hak milik oleh
pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum untuk pengurangan
ukuran tanah termasuk biaya administrasi, jangan sampai masyarakat
kehilangan haknya. Seharusnya instansi yang memerlukan tanah
bermohon hak, bagaimana bisa bermohon hak apabila masih ada
hak-hak orang lain yang belum dilepas. Tetapi dengan dilepaskannya
hak-hak ini dihadapan PPAT berarti tanah masyarakat telah berkurang
yaitu secara de Facto. Tapi, de Jure belum sementara yang
dibutuhkan adalah de Jure.
B. Impilkasi Hukum Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah di
Kabupaten Pangkep
Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk
menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata
sepakat. Oleh karena dengan alasan kepentingan umum, maka
pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan
24 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 15.00
WITA
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secara sepihak besarnya ganti kerugian dan menitipkannya di
Pengadilan Negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Hal itulah
yang kemudian menjadi permasalahan, bahwa konsinyasi yang
diterapkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 ini berbeda
dengan konsinyasi yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu konsinyasi
dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara
para pihak. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
justru sebaliknya, konsinyasi diterapkan disaat kesepakatan antara
para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali
diantara para pihak tersebut. Akibat hukum yang timbul akibat adanya
konsinyasi yang diawali dengan ketidaksepakatan antara pemilik hak
dan pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Adapaun
akibat hukumnya, yaitu : Peralihan hak penguasaan atas tanah,
kesenjangan dengan tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum dan pemaksaan pelepasan hak pada pihak
tertentu.
1. Pelepasan Hak Atas Tanah
Pada saat pemberian ganti kerugianan dan pelepasan hak telah
dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat,
kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi
hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pemutusan
hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Obyek
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pengadaan tanah yang ganti kekerugianannya sudah dititipkan di
Pengadilan Negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang
berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku
dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara,
sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan ganti
kekerugianan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa:
“Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kekerugianan dan
pelepasan hak sebgaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kekerugianan
sudah dititipkan di Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau hak atas tanah dari
pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya
dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara.”
2. Kesenjangan dengan Tujuan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Tujuan dilaksanakannya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum yaitu ada pada Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan
umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bengsa, negara
dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak
yang berhak. Berdasarkan tujuan diatas yang harus digaris bawahi
adalah “guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,
negara dan masyarakat” kata sejahtera dan makmur tidak ter
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implementasikan oleh masyarakat yang telah dilepaskan haknya
melalui prosedur Konsinyasi. Hal tersebut dibenarkan oleh H Syukur
selaku pemegang hak menyatakan bahwa25 Bukannya untung atau
setidaknya sama dengan kekerugianan yang dialami akan tetapi
malahan kerugian, sehingga kami yang harus menutupi kekerugianan
tersebut dikarenakan bangunan rumah dan sekaligus tempat
berjualan terpotong karena adanya pengadaan tanah. Pemberian
ganti kerugian yang sangat tidak sebanding. Hal serupa dinyatakan
oleh H Mustafa salah satu pemegang hak menyatakan bahwa26
setelah adanya pengadaan tanah tidak melakukan kegiatan
ekonominya lagi yaitu berjualan dirumah tersebut yang mana rumah
panggung yang ada didepan haruslah dipindahkan kebelakang dan
aktifitas ekonomi tersebut merupakan salah satu mata pencaharian
oleh istri. Untuk memindahkan dan menata kembali memerlukan
waktu yang cukup lama dan hal tersebut tidaklah sebanding dengan
ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah.
Penjelasan dalam pengertian pengadaan tanah pada Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 terdapat kata “memberikan ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.” Dalam hal
ini perlu dirumuskan kata “layak” atau dapat disebut dengan “harga
yang wajar”, atau titik temu dari harga pasar dengan harga dalam
25 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 10.00
WITA
26 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 17 Desember 2016,  pada Pukul 14.45
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tagihan pajak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun demikian ada
pendapat yang patut dipedomani dari pengertian layak ini, yakni
sebagaimana yang dikatakan oleh A.P Parlindungan, bahwa orang
yang dicabut haknya itu tidak berada dalam keadaan lebih miskin
ataupun menjadi lebih miskin setelah pencabutan haknya, ataupun
akan menjadi miskin kelak karena pembayaran uang ganti kerugian itu
tela habis untuk keperluan konsumtif, minimal dia harus lebih baik
kehidupan ekonominya, atau sekurang-kurangnya sama seperti
sebelum dicabut haknya.
Agar terasa adil bagi pemegang hak, seyogiyanya berbagai
kriteria tertentu itu diterapkan secara obyektif, dengan standar yang
telah ditentukan terlebih dahulu. Disamping itu, penentuan akhir
besarnya ganti kekerugianan haruslah dicapai secara musyawarah
antara pemegang hak dan instansi yang memerlukan tanah tersebut.
3. Pemaksaan Pelepasan Hak Pada Pihak Tertentu
Ketidakadilan terhadap besaran ganti kekerugianan yang
ditetapkan oleh tim penaksir mengakibatkan ditempuhnya proses
konsinyasi. Setelah dilaksanakannya penetapan oleh Pengadilan
Negeri mengenai penitipan ganti kekerugianan tersebut maka
dilaksanakanlah proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri
sebagaimana dalam Pasal 95 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012
menjelaskan bahwa dalam hal uang ganti kerugian yang telah
dititipkan di Pengadilan Negeri  dan pihak yang berhak masih
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menguasai objek Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah
mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada
pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaa tanah.
Dengan di titpkannya uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri
masyarakat melakukan sebagian besar penolakan dengan belum
mengambil uang ganti kerugian tersebut atau dengan waktu yang
cukup lama dalam hal ini masyarakat baru mengambil uang tersebut
setelah ada pemberitahuan bahwa pengadilan akan mengeksekusi
tanah mereka. Hal tersebut dibenarkan oleh H Hamja salah satu
pemegang hak menyatakan bahwa27 kami melakukan penolakan
dengan tidak mengambil uang tersebut karena kami rasa bahwa ini
tidak adil, pemerintah sewenang-wenang dalam mengambil keputusan
tanpa memikirkan rakyat kecil. Akan tetapi kami terpaksa mengambil
uang tersebut karena dikatakan kalau tidak diambil akan dikembalikan
kepada negara. Disini ada unsur pemaksaan.
Hal serupa dinyatakan oleh M Arifin bahwa28 kami menolak
dengan adanya konsinyasi ini karena dalam persidangan keluhan
kami tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, apalah upaya rakyat
kecil. Terpaksa kami mengambil uang tersebut dari pada tidak sama
sekali walaupun kami ini dikerugiankan.
27 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 20 Desember 2016,  pada Pukul 14.00
WITA
28 Hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2016,  pada Pukul 09.00
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Sifat dari penetapan konsinyasi adal final and binding yang
mengakibatkan tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh oleh
masyarakat terkecuali kasasi ke Mahkamah Agung. Kurangnya
pemahaman dan pengetahuan akan pengadaan tanah membuat
masyarakat tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung walaupun





Berdasakan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di
Kabupaten pangkep yaitu penerapan hukum konsinyasi sudah
sesuai dengan prosedur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012
akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan
efektif. Ketidak efektifan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yaitu; Pertama, Nilai ganti kerugian yang tidak merata di
masyarakat pemegang hak; Kedua, Kurangnya komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat pemegang hak; Ketiga,
Kurangnya sosialisasi mengenai pengadaan tanah; Keempat,
tidak adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri
mengenai ganti kerugian. Selain itu ada beberapa kendala
yang dialami dalam konsinyasi yaitu; Sebelum, Musyawarah
yang tidak efektif; Pelaksanaan, Kurangnya pengetahuan
masyarakat; Setelah, belum dilaksanakannya pengukuran
ulang tanah.
2. Implikasi hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di
Kabupaten Pangkep yaitu; Pertama, Pelepasan Hak Atas
Tanah; Kedua, Kesenjangan dengan tujuan pengadaan tanah
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bagi pembangunan untuk kepentingan umum; Ketiga,
Pemaksaan pelepasan hak pada pihak tertentu.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan,
maka saran penulis adalah:
1. Kepada pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
serta Panitia Pengadaan tanah hendaknya dalam proses ganti
kerugian lebih mengedepankan transparansi dalam proses
ganti kerugian sehingga tidak terjadi konsinyasi;
2. Kepada pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
serta Panitia Pengadaan tanah hendaknya menjalin
komunikasi dengan masyarakat dan lebih banyak melakukan
sosialisasi mengenai Pengadaan Tanah;
3. Kepada Pemerintah Daerah sebaiknya dalam menentukan
Harga tidak melibatkan SK Bupati untuk mematok harga
sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tim Appraisal adalah
tim penilai yang melakukan penilaian secara Independen dan
Profesioal.
4. Hendaknya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum dengan menambahkan pasal
tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat
khususnya para pemegang hak atas tanah yang tidak setuju
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terhadap penerapan konsinyasi atau penitipan ganti
kekerugianan di Pengadilan Negeri. Hal tersebut tidak lain
adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat agar tidak
menjadi korban dari kesewenang-wenangan yang
mengatasnamakan kepentigan umum;
5. Hendaknya masyarakat ikut mendukung kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaannya. Khususnya pembangunan yang digunakan
untuk kepentingan umum. Seperti kegiatan Pelebaran jalan
Trans Makssar-Pare-Pare khususnya di Kabupaten Pangkep.
Walaupun pembangunan ini menggunakan tanah masyarakat,
tetapi dalam hal ini masyarakat sebaiknya ikut mendukung
dan berpartisipasi untuk melancarkan kegiatan pembangunan
Jalan Trans Makssar-Pare-Pare tersebut. Agar pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik
dan dapat segera digunakan oleh masyarakat umum.
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LAMPIRAN
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 33 ayat (3) dan (4)
(3)Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besrnya
kemakmuran rakyat.
(4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
KUHPerdata
Pasal 1404
Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan
penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayamya; danjika
kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau
barangnya kepada pengadilan.Penawaran demikian, yang diikuti dengan
penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai
pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undangundang;
sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan
kreditur.
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria
Pasal 1 ayat  (1) dan ayat (2)
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang ankasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
Pasal 2 ayat (3)
Pasal 4 ayat (1)
Dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain serta badan-badan hukum
Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 9 ayat (2)
Tiap-tiap warga negara Indonesia , baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang untuk memperoleh sesuatu hak atas
tanah serta untuk endapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri
maupun keluarganya
Pasal 15
Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.
Pasal 18
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan undang-undang
Pasal 21
(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara
Indonesia yang hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini
kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktutersebut
lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan
dalam ayat (3) pasal ini.
Pasal 29
(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama
dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25
tahun
Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak
Tanah dan Benda-Benda yang Ada diatasnya
Pasal 2 ayat (2)
Permintaan tersebut pada ayat 1 paal ini oleh yang
berkepentingan dengan:
a. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa
untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak
itu;
b. Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta
letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut
haknya serta benda-benda yang bersangkutan;
Rencana penampungan orang-orang yang haknya kana dicabut itu
dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau
menempati rumah yang bersangkutan.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 1 angka (1)
Pengadaan Tanah ialah setiap kegiatan untuk mendpatkan tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas
tanah tersebut.
Pasal 5
Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan keputusan
presiden ini dibatasi untuk:
a) Jalanan umum (termasuk jalan tol, rel kereta api), saluran
pembuangan air (termasuk saluran air minum/air bersih dan
sanitasi);
b) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk
saluran irigasi;
c) Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
d) Pelabuhan atau bandar udara (termasuk stasiun kereta api)
dan/atau terminal;
e) Peribadatan;
f) Pendidikan atau sekolah;
g) Pasar umum atau pasar INPRES;
h) Fasilitas pemakaman umum;
i) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
j) Pos dan telekomunikasi;
k) Sarana olah raga;
l) Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya;
m) Kantor pemerintahan (termasuk Pemerintah Daerah,
Perwakilan Neagara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa); dan
n) Fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia (termasuk
kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya)
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005  tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 1 angka (3) dan angka (5)
(3) Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan
atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-
benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak
atas tanah.
(5) Keterangan rencana Kabupaten/Kota adalah Informasi tentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal 1 angka (2) , angaka (4) , angka (6), angka (10)
(2)Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak
(4) Objek Pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan
tanah, atau lainnya yang dapat dinilai
(6) Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan
masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
(10) Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah
Pasal 10
Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
a) Pertahanan dan keamanan nasional;
b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum,
saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan
lainnya;
d) Pelabuhan, bandar udara dan terminal;
e) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga
listrik;
g) Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i) Rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah;
j) Fasilitas keselamatan umum;
k) Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
l) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m) Cagar alam dan cagar budaya;
n) Kantor pemerintah/pemerintas daerah/desa;
o) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa;
p) Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemeritah
daerah;
q) Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah dan
r) Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Pasal 36
Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
a. Uang;
b. Tanah pengganti;
c. Kepemilikan saham; atau
d. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.
Pasal 32 ayat (2)
Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang
tanah, meliputi:
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. Bangunan;
d. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
e. Kerugian yang dapat dinilai
Pasal 39
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya
Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum
Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
Pasal 42 ayat (1)
Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya
ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan
negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38,
ganti kerugian dititpkan di pengadilan negeri setempat.
Pasal 43
Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan
hak sebgaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah
dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di
Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),
kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi
hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Pasal 50
Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang
telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pasal 86 ayat (3)
Penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam hal:
a) Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti
kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan
keberatan ke Pengadilan Negeri;
b) Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti
kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c) Pihak yang berhak tidak diketahui keberedaannya;
d) Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak
hadir dan tidak memberikan kuasa, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012; atau
e) Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
1) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2) Masih dipersengkatakan kepemilikannya;
3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4) Menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
Pasal 95
Dalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di pengadilan negeri dan
Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah,
Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan
pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah
lokasi Pengadaan Tanah.













































